BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR /2 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI ‘TUGAS FUNGSI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN SUMENEP

! 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melak!sanakap ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Perindustrian'dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ,

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679)



Menetapkan

4. Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembmaan .dan' Pengawasant Atas Penyelenggaraan
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negar"
Indonesms Tahun 2005 Nomor ]
LembaranaNegara Repubhk Indonesm. ol

5. Peraturan- Pr651den Nomot ‘87 Tahun: §'2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan, Peraturan
Perundang- urid'angan (Lembaran Negara R(—:publlk
Indonesm Tahun 2014 Nomor 199);" Fh

6. Peraturan. Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tcntang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia® Tahun: 2016 - Nomor . 114, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5887)

7. Peraturan ,Menteri 'Dalam’ Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara: Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor
2036) S o

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat ,'Dacrah’ (Lembaran Daerah : Daerah
Sumenep Tahun 2016 Nomor 10); -

9. Peraturan Bupatl Sumenep: Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan,, Susunan Orgamsam, Tugas
Fungsi dan: Tata‘QKerja‘Dmas Perindustrian *dan
Perdagangan- Kabupaten Sumcnep (Lembaran Daerah
Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 52).
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PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN
SUSUNAN ORGANISASI 'TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA. DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
SUMENEP. .. . . . oo
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KETENTUAN UMUM

o Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang d1maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep; N

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Sumenep; ‘ R

3. Bupati adalah Bupat1 Sumenep, ERR R S

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep, o

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu . Bupatl
dalam penyelenggaraan pemerintahan: daerah " yang
terdiri atas! Sekretarlat Dacrah, Seckretariat DPRD
Inspektorat;.; D;na; Daerah Badan Daerah, darl
Keé’amatan;:‘, B 3 : - :




PR

6. Dinas Daerah ‘adalah Dmas Permdustrlan 'dah
Perdagangan Kabupaten Sumenep, R :

7. Unit Pelaksana Teknis yang. selanjutnya dlsebut UPT
adalah 'Unsur pelaksana tekms operasmnal Dmas
Perindustrian dan Perdagangan P ‘ L

8. Kepala UP’I‘, adalah Kepalai
Permdustrlan dan Perdagangan Lo /

9. Jabatan Struktural 'adalah’suatu; edudukan yang
menunjukan tugés, tanggung Jawa , Wewenang dan
hak - seorang Aparatur Slpll Negara;dalam rangka
memlmpm suatu satu ‘n orgamsam perangkat daerah

10. Jabatan F‘ungsmnal 3 adalah‘ i kedudukan ul yang
menunjukkan tugas ) anggUng]awab,, wewenang dan
hak - seorang Aparat ir . Sipil Negara ‘dalam: suatu
satuan orgamsa31 yang ‘dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahhan dan/atau keterampllan
tertentu serta ber31fat 1Lr1and1r1 o

UPT: ‘. pada Dmas
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B BABII ‘ ‘ P
! KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI S
‘ 'I Pasa12 ‘ ;
(1) UPT merupakan unsur pelaksana keglatan tekms
operasional: dan/atau’, kegiatan teknis | penunjang
tertentu di bldang, Perindustrian dan Perdagangan
(2) UPT dipimpin oleh ‘Kepala yang dalam: melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dmas ‘
(3) UPT sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah UPT
KelasA dan terdm dari : e ‘ ‘ _ D
- UPT Pasar Kota; ‘ '; !

b +UPT Pasar Kecamatan dan : ‘
c. UPT Metrologl P
FAN o Pas‘a’13

R i;xv
Susunan Organisasi UPT sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 2 ayat (3), terdm atas : , Gt
a. Kepala UPT; . - 7 R S T
b. Kepala Sub Bagjlan Tata Usaha A

c. Pelaksana urusan; dan i I TR
d. Kelompok Jabatan Fungsmnal : " g

| Pasal a

L B i
Bagan Struktur Orgamsam UPT ‘scbagaimana | dlmak%ud
dalam Pasal 3 scbagaimana tercantum dalam Lamplran
yang  merupakan baglan tidak terpisahkan = dengan

Peraturan Bupatl ini.
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TUGAS DAN FUNGSI.
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‘ -Bagiah Ke_‘:sait‘u‘:t - '
UPT Pasar Kota'

’ Pajsé.i 5

(1) UP’I‘ Pasar Kota sebagalmana dlmaksud Pasal 2 ayat
(3) huruf a mempunyal tugas melaksanakan sebaglan
tugas Dmas dlbldang pengelolaan pasar kota f

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) UPT menyelenggarakan fung51 '

a. rpelaksanaan uru'san %urdt mcnyurat pcngcukdn
: pcnggandaan pendlstnbu%lan dan tata kearmpan
b. pengolahan ‘data dan menyusun rencana: keglatan

UPT; o ‘
C. pelaksanaan koordmasx dan pembmaan pelayanan
pasar kota; ‘
d. pelaksanaan ‘f‘ ‘ ‘pemehharaan | peralatan
perlengkapan keamanan dan kebersihan kantor
c. pelaksanaan pelaporan pelaksémaan 3 kegiatan

admlnlstra81 dan operasxonal pelayanan Pasar

‘<Kota;‘”,": . o o ) , S
f. pelak'sariaan! | admmlstra31 | pefnbukuan
| pendapatén pclaporan  dan’ penyetoran

pendapatan pasar kota'ke Kas Daecrah; dan
g. pclaksanaan ‘tugas lain yang diberikan oleh Kepala

1

Dinas. ' =

- Bgagian Kedua
' UPT Pasa}f Kecamatan
i i \ . \‘

l?qsal 6
(1) UPT Pasar Kééa{matari sebagaimana dimaksud Pasal 2
ayat (3) huruf b mcmpunycu tugas mclaksanakan
sebaglan tugas Dmas dlbldang pengelolaan pasar
kecamatan. ! B '
(2) Dalam melakséndkan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), UPT menyelenggarakan fungsi : .




(2)

a. ‘pelaksanaan urusan surat menyurat pengetlkan
penggandaan pendxstr1bus1an dan tata kears1pan

b. pengolahan data dan menyusun rencana keglatan
UI:)'I‘; sE iy : A ) b .

.;‘

|
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c. pelaksanaan koordma31 dan pembmaan pelayanan

pasar, kecamatan i P :?.‘_,

d: pelak%anaan _: ; pemehharaan ‘3.:"'.‘;‘ yi:)crdlatan
. perlcngkapan kcamanan dan kcbermhan kantor ‘
e. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan keglatan
’ admlnlstra31 dan operasmnal pelayanan paSar
‘kecamatan ST A SR A
f. pelaksanaan admmlstrasx pembukuan pendapatan
‘pelaporan dan penyetoran pendapatan pasar
vkecamatan ke Kas Daerah dan o ‘
g. :pelaksanaan tugas lam yang dlbcrlkan oleh chala
! Dmas f;'-_', g ‘ ‘ A o

o o . o : o

' Bagian Kefiga
.. UPT Metrologi

Pasal 7 ;
UPT Metrofdgi seb‘agaima‘na Edi'm‘aksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan
sebaglan tugas Dinas dalam hal' pelayanan terax dan
tera ulang alat-alat ‘ukur, takar, tlmbang ‘dan
perlengkapannya, ; ketatauséh:aan serta pelayanan
kemetrologlan legal 1a1nnya o R
Dalam. melaksanakan tugas scbagaimana dlmaksud
pada ayat (2) UPT mcnyelcnggardkdn fung51 |
a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengeukan
: penggandaan pend1str1bu31an dan tata kearsipan;
b. pelaksanaan pen relolaan pemellharaan - dan
pelaycman tera/terd! ulcmg, ‘
C. pelaksanaan ketataUSahaan UPT; :
d. pclak%anaan operas1onal metrologi legal, o 5 1
e. pelaksanaan tera/ tcra ulang alat-alat Ukur Takar
Tlmbang dan Perlengkapannya (UTTP), ‘ % :
f. pelaksanaan evaluaS1 dan pelaporan pelaksanaan
tugas ; dan. | .
g. pelaksanaan tugas lain yang dlberlkan oleh Kepala

Dinas.’ - 5‘




.o Baglan Keempat S { .
Sub Baglan Tata Usaha |

A N
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Sub ‘Bagian. ’I‘ata Usaha scbagalmana dlmaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyal tugas P

a.

(1)

meny1apkan konsep surat menyurat pengetlkdn
penggandaan pend1str1bu31an dan tata: kersman %crta
meny1apkar1 data rencana keglatan UPT P IS
melakukan' keglatan admmlstras1 ‘ikeuangan
kepegawalan,.;“_ ketatalaksanaan L perlengkapdn
kebersihan, keamanan dan’ ketertlban kantor
memellhara , peralatan perlcngkapan ' keamanan,
kebersman kantor dan . melaksanakan keglatan
keprotokolan serta meny1apkan pelayanan sarana dan
prasarana UPT; | LT TR
melaksanakan pemantauan (momtormg) dan cvalua51
pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;

menyusun . hasil evaluasi pelaksanaan keglatan dan
permasalahan sebagal bahan laporan; dan
melaksanakan tugas’ lain' ;yang ' diberikan ol‘eh
KepalaUPT‘ T L i i

b

:1 P Baglan Kellma '
Pelaksana Urusan 1

Pasal 9

Pelaksana Urusan mclaksanakan tugas UPT sesuai
dengan uraian tugdq ‘ ‘
Uraian = tugas Pelaksana Urusan dltetapkan oleh
Kepala UP’I‘ o T : -

-
Baglan Keenam ‘
f Kelon‘lpok Jabatan Fungsmnal

.,L
b i

" pdsal 10

Kelompok - Jabatan F‘_ungsi‘on‘al mempunyai tugas
melaksanakan  scbagian tugas UPT sesuai dengan
keahlian dan keteramp1lan yang dlbutuhkan :
Kelompok ! ‘Jabatan - Fungsional sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) terdm dari sejumlah; tenaga,
dalam jenjang jabatan’ fungsmnal yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya
atau keterampilannya:




| ?.

' ' | ' ‘ SRR
(3) Jumlah tenaga fungsmnal jenis: dan Jenjang Ja atan
fungsmnal sebaga1ma| a. dlmaksud ‘pada. ayat (2)
dltentukan berdasarkan kebutuhan dan' beban kerja
yang “diatur bcrdasarkan perdturan & perundang—

undangan yangberlaku PSS IRk

i f
R
R L

BAB na ,
TATA KERJA

 ”.' | Paﬁs‘al.l_,l‘;_; R
I AN

- A vl TR i
Kepala UPT Wajlb menyusun rencana kerja yang mcngacu
pada rencana strategls Dmas dcngan melaksanakan
prinsip, . koordma31 1r1tegra51 dcm %mkromsa%l secara

vertikal dan horlsontal scrta membcrlkan blmblngan dan

petunjuk kepada bawahannya masmg magmg
; 4“ ) .
o BAB v

PENGISIAN JABATAN

; Pa‘sal 12

Kepala UPT dan lKepala Sub Baglan Tata Usaha
sebagaimana’ dimaksud dalam Pasal 3, dlangkat dan
dlberhentlkan oleh Bupat1 sesuai dengan peraturan
perundang- undangan &ang berlaku ‘ ‘
‘ o } ;
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pa‘:sal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupau Sumenep .Nomor 28 Tahun 12009
tentang Tugas dan Fungm Unit' Pelak%ana Tekms (Bcrlta
Daerah Kabupaten Sumenep 'Tahun 2009 Nomor 1405)
sebagaimana ,telah dlubah dengan Peraturan Bupat1
Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupau Sumenep Nomor 28 Tahun | 2009
tentang Tugas 'dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep 'I‘ahun 2016 Nomor 8),
dicabut dan dmyatakan tidak berlaku.




Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : 13 JAN 20”

BUP UMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan gahm Berita Dacru!
Kabup, Sumenep

Tanggal : (7017
Tahun | 3.\1(‘1‘1&‘)\: f;z:w

Jahun
is Dacrah




Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : /2 Tahun 2017

TAN

Tanggal : i3 JAN

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

KEPALA UPT

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA
USAHA
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
URUSAN URUSAN URUSAN

BUPA UMENEP

U

’
.

Dr. KH. A. BU O KARIM, M.Si.




